WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 689 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN EVALUASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan
penelitian pada kegiatan Evaluasi Kelembagaan
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Banjarmasin yang dilaksanakan secara
Swakelola, kerjasama dengan Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
pada Universitas Lambung Mangkurat, perlu
dibentuk Tim;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun
Dokumen Evaluasi Kelembagaan Pemerintah
Kota Banjarmasin;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomr 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018
tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6219);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
tentang Kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6619);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor
9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan
Road Map Reformasi Birokrasi
Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan
Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman  Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan



Menetapkan
KESATU

Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin
Tehun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2005  Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 63);

19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 67);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10
Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Tim Penyusun Dokumen Evaluasi Kelembagaan
Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan
susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

dari Keputusan Wali Kota ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
memiliki tugas sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data;

b. Menganalisis; dan

c. Mengolah kajian.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada
Peruabahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada
Kegiatan =~ Penataan  Organisasi Sub  Kegiatan
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Banjarmasin.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 29 September 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,

ﬁjffg

IBNU SINA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

NOMOR 68?2

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN EVALUASI

KELEMBAGAAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN EVALUASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

Jabatan Dalam

Jabatan Dalam

No Instansi / Tim Tugas Besaran Honor Ket.
Nama
Tim Pelaksana
1. Prof. Sunardi, Penanggungjawab Mengoordinasikan - -
S.Si., M.Sc., dan
EgP?/I/ /Ketua bertanggungjawab
Universitas terhadap
Lambun pelak§anaan .
Man gkufat pekerjaan penelitian
2. | Ellisa Vikalista, Ketua Peneliti Bertanggungjawab Rp.600.000,- OoJ
SH, M.IP / secara teknis
Dosen / terhadap
Universitas pelaksanaan
Lambung pekerjaan penelitian
Mangkurat
3. | Dr. Ellyn Anggota Peneliti | Melaksanakan Rp.600.000,- oJ
Normelani, penelitian sesuai
M.Pd., M.S / dengan jadwal dan
Dosen / tahapan, antara
Universitas lain meliputi:
Lambung a. Persiapan
Mangkurat pengumpulan
data;
4. | Trisylvana Anggota Peneliti | b, Pengumpulan Rp.600.000,- oJ
Azwari, S.Sos., data lapangan;
M.AP/ Dosen / c. Tabulasi data;
Universitas d. Analisis data;
Lambung e. Penyusunan
Mangkurat draft laporan
penelitian;
f. Perbaikan

laporan; dan
g Penyusunan

Laporan Akhir

Penelitian.




Jabatan Dalam

Jabatan Dalam

No Instansi / Tim Tugas Besaran Honor Ket.
Nama
5. ?/[?/[njwlv)a;)t;; :E/, Administrasi Mel aksan akan
. . administrasi
Universitas enelitian
Lambung P
Mangkurat
Tim Pengawas
1. | Na’imatul Aufa Ketua a. Mengooordinasik - -
/ Kepala Sub an dan
Bagian bertanggungjawa
Kelembagaan b terhadap
dan Analisis pengawasan
Jabatan / pelaksanaan
Bagian pekerjaan
Organisasi penelitian;
Sekretariat b. Menyusun
Daerah Kota Kerangka Acuan
Banjarmasin Kerja (KAK); dan
c. Melaksanakan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan dan
pelaporan baik
fisik maupun
administrasi
pekerjaan
penelitian.
2. | Ratih Anggota Membantu - -
Addanenggar, mengawasi
S.STP., M.SI/ terhadap
Analis pelaksanaan dan
Kebijakan Ahli pelaporan baik fisik
Pertama / maupun
Bagian administrasi
Organisasi pekerjaan penelitian
Sekretariat
Daerah Kota
Banjarmasin
3. | Fatchul Gani, Anggota - -

SE/ Analis
Jabatan /
Bagian
Organisasi
Sekretariat
Daerah Kota
Banjarmasin




No

Jabatan Dalam
Instansi /
Nama

Jabatan Dalam
Tim

Tugas

Besaran Honor

Ket.

Noor Minasari,
SE/ Analis
Jabatan /
Bagian
Organisasi
Sekretariat
Daerah Kota
Banjarmasin

Anggota

Isna Latifa
Dinar, S.Psi /
Analis
Kompetensi
Jabatan /
Bagian
Organisasi
Sekretariat
Daerah Kota
Banjarmasin

Anggota

——

IBNU SINA

WALI KOTA BANJARMASIN,

—




